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ABSTRAK 

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 

memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atau melepaskan ataui 

meinyeirahkan tanah,banguinan,tanaman dan beinda beinda yang beirkaitan deingan 

tanah. Peingadaan tanah bagi peimbanguinan uintuik keipeintingan uimuim meiruipakan 

langkah politik peimeirintah dalam meinyeidiakan lahan uintuik peimbanguinan seibagai 

salah satui instruimeint uintuik meinjalankan politik huikuim neigara. Oleih kareina 

itui,langkah peirtama yang dilakuikan peimeirintah adalah meilakuikan peingadaan tanah 

meilaluii proseis pelepasan maupun berujung pada pencabutan hak.Dalam hal ini 

pemerintah harus ambil adil untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

apabila ada terjadi permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan 

pemerintah juga harus menyampaikan dasar dasar hukum yang jelas agar nantinya 

dasar hukum tersebut dapat berguna.Dalam skiripsi ini akan dibahas contoh kasus 

yang terkait dalam pengadaan tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan 

tol. 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Pembangunan Jalan Tol, Sengketa Tanah 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

 A.Latar Belakang Masalah 

 

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi 

ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan 

Umum,Pengadaan tanah mencakup Pembangunan nasional dalam segala aspek 

antara lain pembangunan pasar,pembangunan rumah sakit,pelebaran 

jalan,Pembangunan rumah susun,dan Pembangunan fasilitas umum lainnya.  

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan 

langkah politik pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan sebagai 

salah satu instrument untuk menjalankan politik hukum negara. Oleh karena 

itu,langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengadaan tanah 

melalui proses pelepasan maupun berujung pada pencabutan hak.1 

Pengadaan tanah juga merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah 

dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atau melepaskan atau 

menyerahkan tanah,bangunan,tanaman dan benda benda yang berkaitan  

  

                                                           
1 Maria SW Sumardjono, Mediasi sengketa tanah, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 20. 
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dengan tanah.2 Salah satu contohnya yaitu pengadaan tanah untuk 

Pembangunan jalan tol yang Dimana merujuk kepada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaa Proyek Strategis 

Nasional,Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru 

Kandis-Dumai yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam 

bagian 8 ruas Trans Sumatera.Perencanaan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang 

panjangnya 131,5 km yang dimulai sejak tahun 2013 sesuai Penetapan Lokasi 

Gubernur Riau tanggal 4 Mei 2015 Nomor:Kpts.408/V/2015 tentang Penetapan 

Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru KMaria SW Sumardjono, 2009, Mediasi 

sengketa tanah,: Penerbit Kompas, Jakarta andis-Dumai dan diperpanjang sesuai 

penetapan lokasi Gubernur Riau tanggal 18 Mei 2017 Nomor:Kpts.387/V/2017 

Perpanjangan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis Dumai.  

Namun dalam hal pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-

Kandis-Dumai tepatnya di Desa Balai Raja,Kecamatan Pinggir,Kabupaten 

Bengkalis ditemukan permasalahan berupa terbitnya surat tanah yang beralaskan 

Sertifikat Hak Milik maupun Surat Ganti Kerugian Tanah(SKGT),yang Dimana 

kita ketahui bahwasanya ruas tanah yang terkena Pembangunan jalan tol tersebut 

merupakan tanah konsesi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau 

Nomor.091/48/59 yang dimana diketahui bahwasanya lokasi tanah tersebut 

merupakan Barang Milik Negara sesuai dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri 

Bengkalis Nomor:42/Pdt.6/2020/PN.Bls.Dalam pokok perkara nomor 8 sampai 

                                                           
2 Dekie GG Kasenda, Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, December 2015, hlm.8. 
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dengan 11 pihak tergugat II yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kepala 

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., dan kawan 

kawan.menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan barang milik negara yang 

diperoleh sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Swatantra Tingkat I Riau Nomor/091/48/59 tanggal 5Juni 1959 (KEP-

GUB091/48/59) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Nomor 

11980/16-1819 tanggal 28 September 1974 (Surat Gubernur Nomor 11980/16-

1819).Bahwa berdasarkan surat Keputusan tersebut,Gubernur yang pada saat itu 

mempunyai kewenangan agrarian telah memberikan kepada Kontraktor Kontrak 

Kerjasama(KKKS)PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI) dahulu Bernama N.V 

Caltex Pasifik Oil Company untuk menguasai dan Menggunakan tanah yang 

terletak dikelurahan Bagan Besar,Kecamatan Bukit Kapur,Kota Dumai sepanjang 

1,8 Kilometer selebar 100 meter kekiri dan kanan dari poros jalan(Sehingga 

seluruhnya menjadi 200 meter).dan berdasrkan surat Keputusan tersebut juga 

menyatakan jika tanah yang digunakan oleh(KKKS)PT.CPI merupakan barang 

milik tersebut hal itu juga diperkuat dengan legal opini Kejaksaan Tinggi Riau 

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pendapat hukum terkait pengadaan 

tanah Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang berada di Areal 

Konsesi PT Chevron Pasifik Indonesia,yang pada intinya menyebutkan tanah milik 

PT CPI berupa lahan konsesi dan tanah yang dikelola oleh PT CPI Merupakan 

Barang Milik Negara. 
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B.Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah analisa Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls.Terhadap 

permasalahan masyarakat Kelurahan Balai Raja yang tanahnya termasuk 

kedalam tanah konsesi yang digunakan oleh PT CHEVRON PASIFIC 

INDONESIA(CPI)? 

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dalam Putusan nomor  

42/Pdt .G/2020/PN.Bls  Terhadap tanah masyarakat yang terkena 

kawasan pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Balairaja,Kecamatan 

Pinggir,Kabupaten Bengkalis ? 

 

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penilitian ini untuk: 

a. Untuk menjelaskan mengenai analisa Putusan nomor 

42/Pdt.G/2020/PN.Bls Terhadap tanah masyarakat Kelurahan Balai Raja 

yang tanahnya termasuk kedalam tanah konsesi yang digunakan oleh PT 

CHEVRON PASIFIC INDONESIA(CPI)  untuk pembangunan jalan tol 

b. Untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi Putusan nomor 

42/Pdt.G/2020/PN.Bls Terhadap tanah masyarakat yang terkena kawasan 
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pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Balairaja,Kecamatan 

Pinggir,Kabupaten Bengkalis 

 

 

2.Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini untuk: 

a. Bagi penulis,Penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan 

terkait perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari 

pembangunan jalan tol dengan harapan penelitian ini dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah daerah agar lebih bijakasana dan bertanggung 

jawab didalam hal perlindungan hukum  bagi masyarakat yang terkena 

dampak dari proyek jalan tol tersebut. 

b. Perspektif akademis,penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi 

peneliti berikutnya dalam mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat di daerah 

c. Perspektif praktis,penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi kinerja pemerintahan khususnya pemerintah daerah dalam hal dampak 

pembangunan akses jalan tol  terhadap  masyarakat 
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D.Kerangka Teori 

1.Teori Putusan Pengadilan 

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan dipersidangan 

untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. 3Definisi putusan 

agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil 

putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan 

untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri 

yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang 

diadili.  

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan 

mutlak (unanonimous decision) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara 

terbnyaklah yang diambil (majority decision). Karena itu, dalam tradisi common 

law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara 

mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-

masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek 

                                                           
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201 
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intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman prikologis, 

serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri 

memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut 

comman law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputuan 

mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena 

salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.4 

2.Teori Persengketaan Tanah  

Sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan 

badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki 

dampak luas. Penjelasan ini diatur dalam UU Sengketa Tanah Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis 

bahwa secara detail tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya 

dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk 

mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang sering 

terjadi di Indonesia. 

Objek sengketa memang tidak melulu soal tanah, objek di sini didefinisikan 

sebagai benda baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti 

pepohonan yang dimanfaatkan atau diperebutkan oleh kedua belah pihak.5 

 

                                                           
4 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13 
5 Istijab,Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria,Jurnal 

Hukum Widya Yuridika,Volume 1,Nomor 1,Juni 2018,hlm.12-13 
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E.Metode Penelitian 

1.Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menganalisis Putusan 

nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls.Dalam Persengketaan Tanah Masyarakat 

Kelurahan Balai Raja Untuk Kepentingan Jalan Tol 

2.Sumber data 

Penelitian jenis hukum normatif,sumber datanya adalah data sekunder yang 

dibedakan menjadi 3 (tiga) macam : 

a.Bahan Hukum Primer , yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan 

yang berkaitan dengan peneltian ini, yaitu Putusan nomor 

42/Pdt.G/2020/PN.Bls 

b.Bahan Hukum Sekunder , yaitu data yang diperoleh dari buku yang 

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hokum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. 

c.Bahan Hukum tertier,yaitu data yang diperoleh dari 

kamus,ensiklopedia,indeks komulatif yang dipergunakan untuk 

memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder   

. 
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3.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah 

menggunakan metode Kajian kepustakaann atau studi ,yaitu mengkaji berbagai 

literatur/referensi yang memiliki kolerasi dengan permasalahan penelitian. 

4.Analisi data 

Dalam peneltian ini,analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu 

analisis data dengan menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang 

diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode indukutif yaitu cara 

berpikir menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus 

menjadi sesuatu yang bersifat umum. 

. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Dari analisa diatas maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa masih 

banyak nya persoalan pengadaan tanah terkhusus dalam hal ganti kerugian atas 

tanah yang terkena pembangunan jalan tol di kabupaten Bengkalis. 

 Dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah sudah jelas yaitu 

dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri Bengkalis untuk memastikan hak 

atau dasar alas atas tanah yang dimiliki masyarakat yang terkena pembangunan 

jalan tol agar nanti nya mendapat ganti kerugian atas tanah tersebut dan setelah 

dianalisa penulis menyimpulkan: 

1. Gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan 

jalan tol ditolak sesuai dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/Pn.Bls karena surat 

atas tanah tersebut kurang berkekuatan hukum karena terbitnya surat tersebut jauh 
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sesudah dikeluarkan nya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 91/48/59 tanggal 

5 Juni 1959. sehingga dinyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang milik 

negara dan oleh sebab itu masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan 

tol hanya bisa menguasai dan mengelola tidak untuk memiliki atas tanah tersebut  

2. Konsekuensi hukum terhadap putusan tersebut menimbulkan banyak 

problematika karena putusan tersebut belum inkrah dan belum berkekuatan hukum 

tetap maka bisa saja kasus ini didaftarkan kembali dan dipersidangkan mengingat 

bahwa putusan tersebut ialah putusan yang (NO) sehingga tidak ada eksekusi atas 

tanah tersebut dan alas hak atas tanah tersebut kembali semangat mestinya seperti 

saat belum dipersidangkan nya tanah tersebut Dan ini juga berdampak pada kasus 

yang kedepannya apabila sama maka dapat dilihat putusan ini dan dapat menjadi 

yuriprudensi bagi majelis hakim yang menghadapi kasus serupa seperti kasus yang 

saat ini penulis analisa. 

 

B. SARAN 

 Menurut penulis ada beberapa saran yang bisa disampaikan kepada 

pemerintah maupun majelis hakim pengadilan negeri Bengkalis dalam putusan 

Nomor 42/Pdt.G/2020/Pn.Bls Terhadap Tanah masyarakat yang terkena 

pembangunan jalan tol yaitu: 

1.Sebaiknya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 91/48/59 tanggal 5 Juni 1959 

Di perbarui mengingat bahwa SK tersebut sudah lama dan terdapat masalah baru 

yang menyimpang dari aturan tersebut dan perlu adanya campur tangan pemerintah 

daerah kepada kecamatan bahkan kelurahan tersebut untuk membuat aturan surat 
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tanah agar nanti nya tidak ada ditemukan surat yang bertumpang tindih agar 

masyarakat juga memahami keadaan dan juga dasar alasa atas tanah tersebut 

sehingga tidak menyebabkan pro dan kontra terhadap masyarakat dan pemerintah 

setempat terkait tanah tersebut  

2.Majelis hakim pengadilan negeri Bengkalis seharusnya membuat putusan yang 

inkrah dan berkekuatan hukum tetap agar jika terjadi kembali kasus yang serupa 

maka majelis hakim dapat meninjau dan mendapat referensi dari putusan yang telah 

dikeluarkan sebelum nya dalam kasus ini untuk kasus yang serupa dimasa yang 

akan datang karena kita tau bahwa pemerintah Indonesia saat ini lagi gencar-

gencarnya melakukan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.dan majelis hakim juga agar konsisten menerapkan sistem yang ada 

pada masing masing kasus yang serupa guna mendapatkan kejelasan hukum 

terhadap masalah tersebut. 
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